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BPK Terus Pantau Proses Pengembalian Kerugian Negara

PADANG, HALUAN - ... o iy -
Badan Pemeriksa Keua- - =
ngan (BPK) RI Sumatra
Barat memastikan akan
terus memantau proses
pengembalian kerugian
negara dari temuan audit
yang dilakukannya. Hal ini
untuk memastikan tidak
adanya negara mengalami
kerugian dari penyele-
wenangan keuangan yan
dllakhk%j’ln . . -
Hal itu dikatakan Ke-
pala Perwakilan BPK Sum-
bat, Yusnadewi, saat media
workshap terkait hasil peme-
riksaan pada semester 11
tahun 2021 di Gedung

.Eiﬁgnie%?%m Sum KEPALA Perwakilan BPK Sumbar, Yusnadewi, saat media workshop terkait hasil

e L . Pemeriksaan pada semester |i tahun 2021 di Gedung BPK RI Perwakilan Sumbar Kamis

Dikatakannya, meski - (1o/3) ot mendampingi Kepala Subauditorat Sumbar I, Nofemris, Kepala Subaudiforat
sudah ada yang ditetapkan  Symbar Il, Ali Thoyyibi, dan Kepala Sekretariat, Waluyo. isra

“ e

Awww.harianh_aluan.id

sebagai tersangka bahkan
meski keputusannya sudah
inkrah, akan tetapi hasil -
temuan yang merugikan
negara harus tetap dikem-
balikan. Dan BPK terus
memantau proses pengem-
balian kerugian negara
tersebut. —
Seperti kasus temuan
penyelewengan dana Co-
vid-19 yang terjadi tahun
2020 lalu, BPK langsung
mengeluarkan rekomen-
dasi untuk bisa mengem-
balikan kerugian negara
dengan batas waktu ter-
tentu. Bahkan ketika objek

- pemeriksaan tak menyang-

gupi waktu pengembalian,
dan kasus masuk ke Apatat

>> BPK hal 07
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Penegak Hukum (APH) BPK tetap memantau juta. Temuan lainnya vaitu terjadi kelebilia
proses pengembalian kerugian negara. : embayaran 12 paket pekerjaan edung dan
Meski sudah ada pengembalian sebesar Rp6,9 Eme.mang)ada tiga OPD sebesar Rp838 49 juta.
miliar dan kasusnya di tingkat Aparat Penegak usnadewi mengatakan, atas temuan tersebo:
Hukum (APH) telah ditutup, sejujutnya kata telah disampaikan pada akhir Januari lalu.
» Yusnadewi pihak BPK sebenarnya merasa tidak Pemprov menututnya punya waktu selama 60
tidak puas d];ngan keputusan itu. : hari untuk menindaklanjuti temuan BPK.
“Adanya temuan saat it tentang mark ypharga  Kemudian akan dilihat bagaimana perkem:-
handsanitizer dan APD harusnya kasus ini terus  ban a.
dipantau dilakukan identifikasi di lembaga “Ini kan belum jatuh tempo 60 harinva ya,

tersebut. Bahkan kalaw APH masih membutuh- tetapi sejauh ini kita sudah melihat ada bebe 03
kan bantan BPK untuk kembali melakukan hal yan telah melakukan pengembalian dari
R}emeriksaan, BPK siap untuk melakukan itu. indikasi erugian yang kita temukan,” katanya.
amun, akhirnya tidak ada permintaan,” katanya, Nanti setelah 60 hari ungkapnya, bisa lac
Kasus lain, énjut Yusnadewi, seperti temuan  dilihat seperti apa Tindak Lanjut Hasil Peng:
pada 2018 yang lalu mengenai pengadaanlahan  wasan/Pemeriksaan (TLHP). Nant dari laporan
jalur II pantai padang yang menimbulkan TLHP ini bisa diketahui bagaimana tindaklanjutny
kerugian negara hingga Rp60,2 miliar itu juga  dan diumumkan kepada publik.
masih dalam pemantauan BPK hingga saat ini, “Selain anggarannya besar, tema peme-
Apalagi BPIg juga telah mengantongi Surat riksaannya juga sangat banyak dan objeknya
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PTJM)  banyak tersebar di Provinsi. Jumlah vang besar
untuk penyelesaian ganti kerugian negarainidari  ini risikonya juga besar,” katanya,
entintas yang diaudit. Ditambahkan, Kepala Subauditorar Sumbar 2.
“Jadi, sepanjang adanya temuan yang Ali’moyyibi,untuktemuamﬁsejumlahdaﬁmh yait:
merugikan negara, B%K akan terus memantau Kota Sawahlunto, ditemukan realisasi befania
untuk dilakukan penyelesaian kerugian ini, Bahkan engadaan pakaian dinas lapangan dan
setiap semester BPK juga mel, baruan Eonotarium tim pada tiga OPD tidak sesr
SPTJM kepada pihak yang berjanji akan standar biaya umum TA 2021, dan kelebihar
mengembalikan kerugian itu. Intinga BPK pembayaran atas kekurangan volume 12 gakm
bertanggung jawab untuk mengembalikan pekerjaan pada enam OPD scbesar Rp280,02 juta.
kerugian negara tersebut,” katanya, Selanjutnya Temuan di Kabupaten Tanah
Sementaraitu,berdasarkanhasﬂpemeriksaan Datar yaitu, kekurangan volume sebesar
kepatuhan BPK atas belanja daerah di tahun Rp233,65 keterlambatan %elum dikenakan denda
anggaran 2021 BPK masth meénemukan di  dan kelebihan pembayaran pengawasan atas
sejumlah daerah seperti Kota Padang, Solok pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan
Selatan, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pesisir q‘A 2021. Kemudian pekerjaan pembangunan
Selatan, Bukittinggi, Pasaman, Padan; Pariaman, ung rawat inap penyakit dalam (internec.
dan Pemprov Sumbar adanya sejumlgah temuan. RSUD Batusangkar tidak sesuai ketentiiz n, dan
Seperti di Pemprov Sumbar, terdapat temuan  kekurangan volume sebesar 1{[}){1 55,93 juta dan
lebih dla:;i Rp12,5 miliar di sejulx:ﬂah O;ganisasi kclt((:rlamlz)atg?1 belu(rin c;ilkcna an denda atas
Perangkat Daerah (OPD) di i kungan Pemprov jaan belanja modal jalan, irigasi dan jarin,
Sumb%:. Temuan itu salah satuhnr%ra bery mﬂsm q‘eACZ%Zl. , & e
bantuan benih/bibit ternak, alsintan, benih/ “Terakhir temuan di Kota Padang yairu
bibit perkebunan di dua OPD sebesar Rp2miliar, kewajiban pembayaran juran BPJS Kesehatan dan
ang dinilai tidak tepat sasaran. Kemudian, BPJS Ketenagakerjaan serta pekerja untuk jasa
clebihan pembayaran belanja perjalanan dinas tenaga kebersihan dan tenaga keamanan pacla
pada dua OPD sebesar Rp423 juta. Lalu, kelebihan ~ delapan OPD minimal sebesar Rp503,33 juta
Eembayatan 12 paket Igekerjaan gedung dan tidalf dilaksanakan,” katanya.
angunan pada tiga OPD sebesar Rp838 juta, Temuan lainnya kelebihan Sotongan BPjSatas
elanjutnya, pelaksanaan tiga paket erfjaan  honorarium pegawai honor dan tenaga kontrak
Eedun dan bangunan pada tiga OPD' putus sebesar Rp68,24 juta tidak diketahui keberadaannya
ontrak dan pengembalian uang muka serta serta penarikan tunai dari rekening operasional
jaminan pelaksanaan belum dicairkan sebesar pengelola gaji sebesar Rp271,90 juta be}l)um dapat
p7,9 ij?a.r. Lalu, kelebihan pembayatan 17 paket dijelaskan tukannya dan sebesar Rp2,1% mitliar
ckerjaan jalan dan irigasi pada dua OPD sebesar  tidak di m aannya.
p735 juta lebih, “Selijumya kekurangan volume atas 16 Ipa.ket
“Terakhir, pemberian bantuan bencana alam ketjaan jalan irigasi jaringan TA 2021 pada dua
banjir banidang dan tanah longsor di Nusa OPD sebesar Rp181,51 juta dan denda keterlam-
Tenggara Timur yang bersumber dari Belanja  batan atas 21 gaket ckerjaan pada tiga OPD
Tidak Terduga (BTT) scbesar Rp750 juta, yang  scbesar Rp380,85 juta lum dikenakan,” ucapny.

tidak sesuai ketentuan,” katanya dadampingi Yusnadewi mengungkapkan, agar tidak

Kepala Subauditorat Sumbar I, Nofemris, ditenukan lagi seperti temuan seperti ini, pihaknya

Kepala Subauditorat Sumbar II, Ali Thoyyibi,. memintaagar program yang ditetapkan pemerintah

dan Kepala Sckretariat, Waluyo. segeradilaksakan setelah ketok palu APED. “Jangan

Kemudian adanya kelebihan pembayatan belanja tunggu di akhir tahun, sehingga banyak kerja yang
sar Rp4?3,2,5 /g

mepetjadinya,” katanya. (h

ist)

petjalanan dinas pada dua OP,

sebe
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